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<b>ABSTRAK</b><br>

Tesisini membahas mengenai adanya beberapa jenis Pajak Daerah yang duplikasi dengan objek Pajak
Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat. Adanya ketidak konsistenan Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai dalam mengecualikan barang dan jasa yang telah dikenakan Pajak Daerah, 7
(tujuh) jenis Pajak Daerah telah dikecualikan, namun 9 (sembilan) jenis Pgjak Dearah lainnyamasih
dikenakan PPN juga ditingkat Pemerintah Pusat. Kegiatan intrepretasi dan sistematisasi hukum dilakukan
disini untuk menemukan makna dari pengenaan Pgjak Daerah tersebut. Metode sistematisasi hukum yang
digunakan penulis adalah sistematisasi teleologikal, yakni menggunakan nilai dan kaidah yang melandasi
teks undang-undang, yakni nilai dan kaidah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam teori
kemanfaatan (utility), diperoleh kesimpulan bahwa Pajak Daerah ditujukan untuk kemandirian Pemerintah
Daerah dalam otonomi daerah. Walaupun tidak semua daerah membutuhkan desentralisasi fiskal karena
masih mengandalkan Dana Bagi Hasil sumber daya alam yang mesih sangat besar di daerah tersebui.
<hr><i><b>ABSTRACT</b><br>

This thesis discusses the situation where the objects of some local taxes duplicate the objects of Value
Added Taxes (VAT) administered by central government. There isinconsistency in VAT Law in excluding
the objects of local taxes from VAT. There are 7 objects of local taxes excluded from VAT, whereas 9
objects of local taxes remain taxed in central government level. The law interpretation and systematization is
used to find the objective of the enactment of local taxes. The teleological systematization is utilized as the
law systematization using the values and doctrines that build the text of the Law which is social justice for
the whole people of Indonesia. Under utility theory it is concluded that local taxesis directed toward the
local government self funding under local autonomy regime, although there are some local government that
do not need fiscal decentralization and still rely on Revenue-Sharing Fund from rich natural resources under
their jurisdiction.</i>


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20389229&lokasi=lokal

